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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, 

Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

BUPATI LOMBOK TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR 

NOMOR 44 TAHUN 2022 

BUPATI LOMBOK TIMUR 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 451); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1335); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur. 
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lombok Timur. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lombok Timur. 
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD 

adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis 
penunjang yang berada di bawah Dinas. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT. 

MEMUTUSKAN: 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5); 
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Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada 

Dinas. 
(2) UPTD Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) terdiri atas: 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah 

kerjanya. 

10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas. 

11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM 

adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya 

masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan 

masyarakat. 
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat 

UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan 
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, 
pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan 
penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 
perseorangan. 

13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan 
kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan 
dengan pelayanan masyarakat. 

14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan 
kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur 
Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri. 
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(2) UPTD Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l) terdiriatas: 

Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada 

Dinas. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, 
pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan 
penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 
perseorangan. 

13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan 
kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan 
dengan pelayanan masyarakat. 

14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan 
kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur 
Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri. 

10. 

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah 

kerjanya. 
Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas. 
Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM 
adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya 
masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan 

masyarakat. 
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat 

UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan 

11. 
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ii. UPfD Puskemas Wanasaba; 

ee. UPTD Puskemas Sukaraja; 
ff. UPTD Puskemas Terara· ' 
gg. UPTD Puskemas Suralaga; 
hh. UPTD Puskemas Aikmel Utara· ' 

cc. UPTD Puskemas Sikur: ' 
dd. UPTD Puskemas Suela· ' 

aa. UPTD Puskemas Selong; 
bb. UPTD Puskemas Sembalun· ' 

o. UPTD Puskemas Lendang Nangka; 

p. UPTD Puskemas Lenek; 

q. UPTD Puskemas Lepak; 

r. UPfD Puskemas Masbagik; 

s. UPTD Puskemas Masbagik Baru; 

t. UPTD Puskemas Montong Betok; 

u. UPfD Puskemas Pringgasela; 

v. UPTD Puskemas Pringgasela Utama; 

w. UPTD Puskemas Rarang; 
x. UPfD Puskemas Rensing; 
y. UPTD Puskemas Sakra· ' 
z. UPTD Puskemas Sambelia· ' 

k. UPTD Puskemas Korleko; 
1. UPTD Puskemas Kotaraja; 
m. UPTD Puskemas Labuhan Haji; 
n. UPTD Puskemas Labuhan Lombok; 

a. UPTD Puskemas Aikmel; 

b. UPTD Puskemas Batuyang; 

c. UPTD Puskemas Belanting; 

d. UPTD Puskemas Dasan Lekong; 

e. UPTD Puskemas Denggen; 

f. UPTD Puskemas Jerowaru; 

g. UPTD Puskemas Kalijaga; 

h. UPTD Puskemas Karang Baru; 

1. 
UPTD Puskemas Kerongkong; 

j. UP'fD Puskemas Keruak; 
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Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari: 
a. Kepala UPTD; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala UPTD. 

(3) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 
(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah 
kerja satu atau beberapa desa/kelurahan yang berkedudukan 

di bawah Dinas. 
(2) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat 

fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. 
(3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang merupakan pejabat 
fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, dan 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
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Pasal 6 
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan 
kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, 
perlengkapan dan rumah tangga UPrD Puskesmas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha 

berdasarkan program kerja UPrD Puskesmas dan Rencana 
Strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan 
tu gas; 

b. penyiapan bahan penyusunan program kerja UPrD 
Puskesmas; 

c. penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi 
kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 

d. penyusunan laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan 
UPrD Puskesmas; dan 

Bagian Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 5 
(1) UPrD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), UPrD Puskesmas menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; 
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya; 
c. wahana pendidikan bidang kesehatan; 
d. wahana program internsip; dan/ atau 
e. jejaring rumah sakit pendidikan. 

Bagian Kesatu 
UPrD Puskesmas 

BAB IV 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
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Pasal 9 
(1) Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas UPTD Puskesmas sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dengan jenjang 
jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang 
ditunjuk oleh Kepala UPTD. 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 8 
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada UPTD Puskesmas 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 7 
(1) Kepala UPTD merupakanjabatan fungsional tenaga kesehatan 

yang diberikan tugas tambahan. 
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas 

ataujabatan eselon IV.b. 

BABV 
JABATAN PERANGKAT DAERAH 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
pimpinan sesuai bidang tugasnya. 
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Pasal 11 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara 
pada Puskesmas tetap dalam kedudukannya masing-masing 
sampai ditetapkannya Keputusan lebih lanjut oleh Bupati. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD 

Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok 

Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 

masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan 

tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing 

dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang 

diperlukan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta 

menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 

dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan 

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 

kerja. 

BAB VI 

TATAKERJA 
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BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 44 

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK 

I M. SUK.IMAN AZMY 
Diundangkan di Selong 

pada tanggal 2 Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 

Ditetapkan di Selong 

pada tanggal 2 Juni 2022 

I- BUPATI LOMBOK TIMUR,&!. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lombok Timur. 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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I- BUPATI LOMBOK TIMUR, ~ 

~ 

f M. SUKIMAN AZMY 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABAT AN 
FUNGSIONAL 

KEPALA 
UPTD PUSKESMAS 

STRUKTUR ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR 
NOMOR 44 TAHUN 2022 
TENT ANG 
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT. 


